Lampiran III Peraturan Daerah

PEMBIAYAAN NETTO

4.04.4.04.09.00.00.5.1.4 Belanja Hibah 60.000.000.000,00
4.04.4.04.09.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 5.000.000.000,00
4.04.4.04.09.00.00.5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 7.093.843.400,00
4.04.4.04.09.00.00.5.1.8 Belanja Tidak Terduga 16.173.404.750,00
SURPLUS / (DEFISIT) 3.202.150.423.416,00
4.04.4.04.09.00.00.6 PEMBIAYAAN DAERAH
4.04.4.04.09.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 234.362.933.166,00
4.04.4.04.09.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 234.362.933.166,00
4.04.4.04.09.00.00.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 5.000.000.000,00
4.04.4.04.09.00.00.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.000.000.000,00

229.362.933.166,00

Nomor : 4 Tahun 2017
Tanggal 1 27 Januari 2017
PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan 1 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi 1 4.04.09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.04.09.01 PPKD
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
4.04 . 4.04.09.00.00.4 PENDAPATAN 3.290.417.671.566,00
4.04.4.04.09.00.00.4.2 DANA PERIMBANGAN 2.236.515.051.000,00
4.04.4.04.09.00.00.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 259.392.185.000,00 Perpres No.97 Tahun 2016
4.04.4.04.09.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.611.940.995.000,00
4.04.4.04.09.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus 365.181.871.000,00
4.04.4.04.09.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.053.902.620.566,00
4.04.4.04.09.00.00.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 953.867.320.566,00
4.04.4.04.09.00.00.4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 100.035.300.000,00
4.04.4.04.09.00.00.5 BELANJA 88.267.248.150,00
4.04.4.04.09.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 88.267.248.150,00
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